
PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK  

DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN 

SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum 

 

 

 

OLEH: 

 

SHEILA FITRIA WAHYUNI 

NIM. 11820424968 

 

PROGRAM S1 

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU 

2022 M / 1443 H







 



 

i 

 

ABSTRAK 

 

Sheila Fitria Wahyuni (2022): Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Dan Anak 

(UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam 

Menangani Anak Korban Kekerasan 

Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual 

terhadap anak di bawah umur yang membuat resah masyarakat di Indonesia. Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) 

Kabupaten Siak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah 

daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apa peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak 

korban kekerasan seksual, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam 

menangani anak korban kekerasan seksual, 3) Bagaimana Peranan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ini Terhadap 

Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Subjek penelitian ini adalah UPTD PPA Kabupaten Siak, sedangkan Objek 

penelitian adalah peranan UPTD PPA Kabupaten Siak dalam menangani anak 

korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Data 

ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

 Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses 

penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai berikut: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, 

pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. 

Secara keseluruhan proses penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan 

seksual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum terlaksana dengan baik. 

Menurut tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, pemimpin membuat kebijakan untuk 

menghilangkan dampak negatif/kemudharatan dengan memberikan upaya 

penanganan kepada anak korban kekerasan. 

 

Kata Kunci : Peranan, UPTD PPA, Anak, Kekerasan Seksual, Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam 

situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu 

perlakuan yang menyakitkan
1
, baik oleh keluarga, kerabat maupun orang 

yang tidak dikenalnya. Anak tercatat menjadi usia yang rentan menjadi 

korban kejahatan mulai dari penculikan, pembunuhan, dan yang tercatat 

paling banyak ialah kasus kekerasan seksual. Padahal, anak merupakan 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat 

dan martabat sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, yang wajib 

dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Menjaga dan 

melindungi hak-hak anak dan mewujudkan hak asasi manusia, merupakan 

amanah dan kewajiban negara terutama pemerintah.
2
 

 Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum 

PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan 

Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua 

pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan 

masyarakat mengakui dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.
3
 

                                                             
 

1
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 18. 

 
2
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 63. 

 
3
 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2012), 

hlm. 32. 
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 Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan perlindungan dari :  

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;  

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;  

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  

e. Pelibatan dalam peperangan; dan  

f. Kejahatan seksual.
4
  

 Keikutsertaan pemerintah daerah dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak 

salah satunya dengan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak, 

pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, 

peraturan ini dibuat untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, 

fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah 

perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman 

pembentukan UPTD PPA ini. 

 Menurut Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA 

merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah 

                                                             
 

4
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15. 
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dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
5
 

Penyusunan pedoman Pembentukan UPTD PPA ini dimaksudkan sebagai 

acuan dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan 

bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan 

membentuk UPTD PPA di daerah. 

 Pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan 

dan mendukung kebijakan nasional, hal ini dapat  diwujudkan  melalui  

upaya  daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten Siak 

merupakan salah satu daerah kabupaten yang melalukan upaya 

membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. 

 Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 ini dibentuk untuk 

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya di 

Kabupaten Siak. Pada Pasal 2 ayat (2), UPTD PPA melaksanakan fungsi 

layanan, seperti pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, 

pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan juga 

                                                             
 

5
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 1 ayat (1).  
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trauma healing untuk korban.
6
 Segala biaya serta fasilitas yang diperlukan, 

seperti penginapan untuk pelapor dari luar daerah Siak dan untuk 

pelaksanaan UPTD PPA ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
7
 

 Kekerasan Seksual merupakan kasus terbanyak yang ditangani 

oleh UPTD PPA Kabupaten Siak. Menurut data pelayanan yang diberikan, 

UPTD PPA Kabupaten Siak menangani kasus kekerasan seksual terhadap 

anak tahun 2020-2021 tercatat bahwa pada tahun 2020 sebanyak 30 kasus 

kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2021 sebanyak 54 kasus 

kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data tersebut, total 

keseluruhan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak 

sebanyak 84 kasus.
 8

 Dari data tersebut tingkat kekerasan seksual yang 

terjadi terhadap anak di Kabupaten Siak mengalami kenaikan.  

 Maraknya kasus kekerasan seksual ini membuat resah masyarakat. 

Kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur khususnya di 

Kabupaten Siak Provinsi Riau termasuk marak terjadi. Rentan usia anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual berumur 4-17 tahun.  

 Islam sangat mengharamkan segala bentuk kekerasan termasuk 

kekerasan seksual. Allah berfirman dalam surah An-Nur (24): 33 yang 

berbunyi : 

                                                             
 6

 Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, Pasal 2 ayat (2). 

 
7
  Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, Wawancara, 28 Desember 2021, Siak. 

 8
 Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak 

Kabupaten Siak, 2020-2021. 
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هيَْا  ِّتَبتَْغُوْا غَرَضَ امحَْيٰوةِ الدُّ ناً م ٣...ۗ   وَلََ تكُْرهُِوْا فتَيَٰتكُُِْ ػلَََ امبِْغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَََصُّ ... 

Artinya : “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu 

untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 

menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari 

keuntungan kehidupan duniawi. ...”9
 

  

 Ayat ini menjelaskan perjuangan budak-budak perempuan untuk 

meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual. Perbudakan 

perempuan berbeda dengan perbudakan laki-laki karena diikuti oleh 

berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ayat ini juga 

menekankan kewajiban untuk menghapus eksploitasi dan perbudakan 

seksual dan pada akhirnya merehabilitasi korban. 

 Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini, sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

menegaskan akan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukan.
10

 Dengan pemberian hukuman tersebut diharapkan agar tingat 

kekerasan seksual terhadap anak di indonesia berkurang. 

 Islam memberikan kebijakan seperti penerapan sanksi yang berat 

terhadap pelaku kekerasan seksual. Perlu diketahui Allah SWT memberi 

peringatan dalam Surah al-Maidah (5): 33 : 

                                                             
 

9
 Kementerian Agama RI, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an (LPMQ), (Aplikasi) 

Versi 2.3 beta, Update terakhir 05 April 2022). 

 
10

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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يْ  ِ لََّّ
 
ؤُٓا۟ ٱ َّمَا جَزَ  ه

ِ
ارِبوُْ ا َ نَ يَُُ للََّّ

 
لَْْرْضِ فسََادًا ٱَنْ  لَُ وَرَسُوْ نَ ٱ

 
َّ ٱَوْ  يلَُتَّلوُٓا۟  وَيسَْؼَوْنَ فِِ ٱ بُوٓا۟ يصَُل

عَ ٱَيدِْيِْ ٱَوْ  فٍ ٱَوْ  مْْ  وَٱَرْلُلمُُمْ ْ تلَُطَّ نْ خِلَ   لَْْرْضِ  مِّ
 
هيَْاۖ وَممَُمْْ  فِِ  ينُفَوْا۟ مِنَ ٱ لدُّ

 
لَِِ ممَُمْْ  خِزْىٌ فِِ ٱ ذَ 

لََ 
 
٣خِرَةِ ػذََابٌ غَظِيٌ ٱ  

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 

muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu 

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”
11 

 

 Dari surah al-Maidah ayat 33 ini, hukuman terhadap orang-orang 

yang melanggar segala ketentuan yang Allah tetapkan, demikian halnya 

dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, yang berarti mencakup 

segala macam kejahatan termasuk kekerasan seksual, dengan hukuman 

dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan, 

yang merupakan hukuman sebagai suatu penghinaan untuk mereka di 

dunia. Disamping itu disediakan pula adzab yang besar pada hari Kiamat 

kelak.
12

 

 Berdasarkan survei awal peneliti, UPTD PPA Kabupaten Siak 

sudah menangani beberapa kasus. Misalnya, pertama yang terjadi pada 

tahun 2020 lalu seorang laki-laki di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 

                                                             
 

11
 Ibid. 

 
12

 Arie Sulistiyoko, Nisa Aulia Rahmah, dan Mi‟rajziah, „Konsep Hukuman Islam Dalam 

Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q.S.Yusuf Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah 

Ayat 33)‟, Journal of Islamic and Law Studies, 1.1 (2017) <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.ph 

p/jils/article/download/2569/1750>.  
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Provinsi Riau, berinisial ET berumur 16 tahun yang masih duduk 

dibangku SMP melakukan kekerasan seksual pada seorang perempuan 

bernama mawar (nama samaran) yang masih berumur empat tahun.
13

 

Kedua, kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak seorang anak perempuan  berumur 7 tahun yang dicabuli 

oleh tetangganya sendiri.
14

 Kasus-kasus tersebut didapat melalui media 

massa dan tercatat pada data yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Siak.  

 Dalam memberikan layanan perlindugan terhadap anak korban 

kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Siak tentunya ada kendala. 

Upaya penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual sangat jauh 

dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-

undangan. Namun, semangat untuk terus memperbaiki dan merespon 

terhadap perlindungan anak terutama anak korban kekerasan seksual terus 

dilakukan UPTD PPA Kabupaten Siak, sehingga anak-anak di Kabupaten 

Siak terpenuhi segala hak dan kewajibannya. Beberapa kebijakan yang 

sudah baik dan efektif terkait perlindungan korban perlu dipertahankan 

dan ditingkatkan, namun kebijakan yang belum berjalan dengan baik perlu 

mendapat evaluasi baik dari kebijakan maupun dalam pelaksanaan 

kebijakannya. 

                                                             
 

13
 Redaksi, „Warga Kandis Di Hebohkan Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di 

Bawah Umur Terulang Kembali‟, BorgolNews.Com, 2020 <https://borgolnews.com/warga-kandis-

di-hebohkan-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur-terulang-kembali/> 

[accessed 10 January 2022]. 

 14
 Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak 

Kabupaten Siak, 2020-2021. 
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 Di lihat dari tugas dan fungsinya, sangat heran apabila masih 

ditemui anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan layanan 

perlindungan khusus, pengelolaan kasus, trauma healing, mediasi dan 

pendampingan korban.  

 Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk 

menguraikan lebih jauh dalam penulisan skripsi dengan judul “Peranan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Kekerasan 

Seksual Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. 

 

B. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka diperlukan batasan 

masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada 

peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) Kabupaten Siak dalam menangani anak korban kekerasan 

seksual. Untuk data kasus kekerasan seksual terhadap anak, peneliti 

membatasi data yang diperoleh dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-

2021. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Apa Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Seksual? 

2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani 

Anak Korban Kekerasan Seksual? 

3. Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ini Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji tujuan penulisan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak 

terhadap anak korban kekerasan seksual. 

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam 

menangani anak korban kekerasan seksual. 

3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap peranan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD 

PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi sumbangan berarti bagi khaznah pengetahuan Fakultas 

Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) 

dan mahasiswa serta masyarakat umum tentang hukum dan 

ketatanegaraan Islam. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dijadikan acuan dalam 

melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 

pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPTD PPA) 

 Kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penyedia pelayanan 

perlindungan perempuan dan anak ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disingkat 

menjadi UPTD PPA, bertugas melaksanakan kegiatan teknis 

operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kedudukan UPTD PPA ini 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah 

kabupaten/kota. 

 UPTD PPA melaksanakan fungsi layanan, seperti :  

a. Pengaduan masyarakat 
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b. Penjangkauan korbanPengelolaan kasus 

c. Penampungan sementara 

d. Mediasi 

e. Pendampingan korban. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya.
15

 

 Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA berkoordinasi dengan 

pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit; balai pemasyarakatan; 

kepolisian; pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; kantor wilayah 

kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak; dan institusi lainnya.
16

 

 Peran UPTD PPA sangat penting, hal ini karena dukungan UPTD 

PPA diperlukan sebelum proses peradilan, jika tidak maka proses 

peradilan tidak bisa dijalankan. 

2. Peranan 

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
17

, peranan adalah 

sesuatu yang menjadi bagian atau tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soejono Soekarto, 

pengertian peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

                                                             
 

15
 Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).  

 
16

 Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, Pasal 8 ayat (2). 

 
17

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, „Peranan‟, KBBI.Web<https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

entri/peranan> [accessed 12 February 2022]. 
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(status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.
18

  

 Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena yang satu bergantung pada yang lain. Dan sebaliknya, tidak ada 

peranan tanpa ada kedudukan dan kedudukan tanpa ada peranan. 

Seperti halnya kedudukan, peranan memiliki macam-macam peranan 

yang berbeda karena pola kehidupan sosial. Pada saat yang sama, itu 

berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh 

masyarakat kepadanya. 

 Levinson dalam Soekanto
19

 mengatakan peranan mencakup tiga 

hal, antara lain:  

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

 Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan 

masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran 

                                                             
 

18
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), hlm. 212. 
 

19
 Ibid., hlm. 213 
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disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat 

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social 

khusus.
20

 

 David Berry dalam Wirutomo, berpendapat bahwa  dalam peranan 

yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan 

menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan 

peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati 

kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma 

dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-

hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam 

keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.
21

 

 Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua 

macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat 

terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang 

peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran 

terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan 

dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat 

dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur 

                                                             
 

20
 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2007), hlm. 

67. 

 
21

 Paulus Wirutomo, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 

1981), hlm 99-100. 
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masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling 

berhubungan.
22

 

3. Anak 

a. Pengertian Anak 

 Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai generasi muda penerus 

perjuangan bangsa agar dilindungi dari segala bentuk perlakuan 

tidak manusiawi yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi 

manusia (HAM). 

 Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan 

yang cukup variatif. Menurut UNICEF dalam Abu Huraerah, anak 

sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.
23

 

 Di Indonesia terdapat pengertian anak menurut peraturan 

perundang-undangan, sebagai berikut : 

1) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan 

bahwa belum dewasa jika belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.
24

 

2) Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak 

                                                             
 

22
 Ibid., hlm. 101. 

 
23

 Abu Huraerah, Op. Cit., hlm. 31 

 
24

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Bab XV Kebelumdewasaan dan 

Perwalian. 
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merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
25

  

3) Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak ialah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah kawin.
26

 

4) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Anak adalah 

setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
27

  

b. Kedudukan Anak Dalam Islam 

 Kebahagiaan ini perlu disyukuri oleh pasangan suami istri 

karena anak merupakan karunia dan anugerah dari Allah 

subhanahu wata‟ala. Allah subhanahu wata‟ala berfirman dalam 

surah asy-Syura (42): 49-50 yang berbunyi : 

ثاً وَيََبُ مِمَن  هَ  
ِ
لقُُ مَا يشََاءُٓ   يََبُ مِمَن يشََاءُٓ ا لَْْرْضِ   يََْ

 
تِ وَٱ وَ  مَ   مسَّ

 
ِ مُلُْْ ٱ َّ لّلَِّ

كُورَ  يشََاءُٓ  لَُّّ
 
ؼَلُ مَن( ٤۹)ٱ ثاً ۖ وَيََْ هَ  

ِ
جُُُمْْ  ذُكْرَانًً وَا َّهُۥ ػلَِيٌ  ٱَوْ يُزَوِّ ه

ِ
يشََاءُٓ غَلِيماً   ا

(٠٥)كدَِيرٌ   

Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia 

menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan 

                                                             
 

25
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1). 

 26
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2). 

 27
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5). 
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anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia 

kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada 

siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan 

kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) 

yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul 

siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 

Mengetahui lagi Maha Kuasa.
28

 

 

 Kedepannya Allah subhanahu wata‟ala akan meminta 

pertanggungjawaban orang tuanya atas amanah ini, sehingga 

kehadirannya sebagai titipan dan titah dari Allah subhanahu 

wata‟ala akan tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Adanya ayat-

ayat Al-Qur'an dan hadits yang menggambarkan kondisi dan 

kedudukan anak, membuktikan bahwa Islam sangat peduli 

terhadap anak. Pentingnya kedudukan anak mengingatkan kita 

untuk tidak menyia-nyiakan anak.  Anak juga menjadi cobaan 

dan ujian bagi orang tuanya, seperti firman Allah subhanahu 

wata‟ala dalam surah al-Baqarah (2): 133 yang berbunyi : 

ُ غِندَهُۥٓ ٱَجْرٌ غَظِيٌ  للََّّ
 
دُكُُْ فِتْنَةٌ   وَٱ مكُُُْ وَٱَوْمَ   َّمَآ ٱَمْوَ  ه

ِ
٣٣ا  

Artinya : Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah 

cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang 

besar.
29

 

                                                             
 

28
 Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an (LPMQ), Op. Cit. 

 
29

 Ibid. 



18          

 

 
 

 Di samping itu, kedudukan anak sebagai amal yang tidak 

terputus bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, yang berbunyi : 

ُّوبَ وَكتُيَۡبَةُ  يََٰ بۡنُ ٱَي ثنََا يَُۡ ثنََا وَابۡ  –يؼَۡنِِ ابۡنَ سَؼِيدٍ  –حَدَّ نُ حُجۡرٍ. كاَموُا: حَدَّ

اغِيلُ  سَۡۡ
ِ
غَنِ امؼَۡلََءِ، غَنۡ ٱَبِيهِ، غَنۡ ٱَبِِ هُرَيۡرَةَ؛ ٱَنَّ رَسُولَ  –هُوَ ابۡنُ جَؼۡفَرٍ  –ا

لََّ مِنۡ صَدَكةٍَ  صلى الله عليه وسلماِلله 
ِ
لََّ مِنۡ ثلَََثٍ: ا

ِ
لُُُ ا وسَۡانُ اهلَۡطَعَ غَنۡهُ عَََ

ِ
ذَا مَاتَ الَۡ

ِ
كاَلَ: )ا

(ٱَوۡ ػِلٍۡۡ ينُتۡفََعُ بِهِ، ٱَوۡ وَلَدٍ صَامِحٍ يدَۡغُو لَُ  لَارِيةٍَ،  

Artinya : Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa‟id, dan Ibnu Hujr 

telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: 

Isma‟il bin Ja‟far menceritakan kepada kami, dari Al-

„Ala`, dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

“Apabila seseorang telah meninggal, maka amalnya 

terputus darinya, kecuali dari tiga hal: kecuali dari 

sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang 

sholeh yang mendoakan kebaikan untuknya.
30

 

 

 Anak yang sholeh adalah anak yang memiliki sikap dan 

perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepasrahan terhadap 

perintah Allah subhanahu wata‟ala dan Rasulullah shallallahu 

                                                             
 

30
 Ismail bin Isa, „Shahih Muslim Hadits Nomor 1631‟, 2015 ,إسًاعيم بن عيسى 

<http://ismailibnuisa.blogspot.com/search?q=shahih+muslim+nomor+1631> [accessed 20 January 

2022]. 
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„alaihi wa sallam. Kesholehan itulah yang akan menjamin 

terkabulnya doa untuk kedua orang tua.
31

 

4. Kekerasan Seksual (Sexual Abuse) 

a. Pengertian Kekerasan Seksual 

 Kekerasan seksual sering terjadi di mana-mana dan tercatat 

sebagai kejahatan yang melanggar ajaran dan nilai agama serta 

melanggar hukum yang berlaku. Menurut Wahid dan Irfan dalam 

Abu Huraerah, kekerasan seksual merupakan istilah yang 

menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual 

yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak 

kedamaian di tengah masyarakat.
32

  

 Sederhananya, kekerasan seksual adalah tindakan memaksa 

korban untuk memenuhi hasrat pelaku. Kekerasan seksual tidak 

hanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tetapi juga 

pemaksaan aktivitas lain seperti meraba serta verbal harassment 

yakni ucapan yang mengandung kata untuk melecehkan 

perempuan, ancaman, dan perampasan. 

 Di Indonesia, perempuan rentan menjadi korban kekerasan 

seksual, dan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan 

balita kini menjadi korban. Kasus kekerasan seksual pada anak 

terus meningkat dari waktu ke waktu, yang bahkan tidak 

                                                             
 

31
 Kristina, „6 Kedudukan Anak Dalam Islam‟, Detik News, 2021 

<https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam> [accessed 20 January 

2022]. 

 
32

 Abu Huraerah, Op. Cit., hlm. 70 
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memandang korbannya anak laki-laki atau perempuan. Menurut 

Dube dalam Ratna Sari, anak perempuan maupun laki‐laki korban 

kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara 

lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan 

semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan 

untuk balas dendam.
33

 

 Pelaku kekerasan seksual biasanya merupakan anggota 

keluarga atau kerabat dekat seperti ayah (baik kandung maupun 

anak tiri), paman, tetangga, guru, pemuka agama, atasan, dan 

kekasih. 

b. Bentuk kekerasan Seksual 

 Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis 

penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar 

identitas pelaku, yaitu:  

1) Familial Abuse 

 Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan 

seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam 

hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam 

hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, 

misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang 

dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest 

dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, 

                                                             
 

33
 Dube et al., Gail Hornor, Child Sexual Abuse: Consequences and Implication, 2010 

dalam Ratna Sari, „Pelecehan Seksual Terhadap Anak‟, Jurnal Prosiding Penelitian Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.1 (2015), 14–18 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>.  
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yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal 

ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, 

dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi 

pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (sexual 

assault), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, 

masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi 

oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling 

fatal disebut perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi 

kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi 

sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada 

dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi 

anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak 

mengatakan demikian. 

2) Extra Familial Abuse  

 Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh 

orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual 

di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal 

oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak 

tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi 

dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan 

memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang 

anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila 

hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari 



22          

 

 
 

orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang 

peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka 

menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah 

cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus 

diwaspadai.
34

 

 Menurut Resna dan Darmawan dalam Abu Huraerah, 

tidakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori 

yaitu pemerkosaan, incest, dan eksploitasi.
35

 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Resiko Kekerasan Seksual 

 Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi resiko 

kekerasan seksual pada anak.  

1) Faktor pola asuh. Pola perilaku yang di terapkan orang tua 

kepada anaknya dan terkadang bersifat relatif. Pola perilaku ini 

dapat dirasakan oleh anak baik secara positif maupun negatif. 

Sikap orang tua yang toleran (segalanya boleh, tidak pernah 

dilarang, selalu mengikuti kemauan anak, selalu mengalah) 

memunculkan sikap ketergantungan, sehingga sulit baginya 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di luar keluarga. 

2) Mengetahui kesehatan reproduksi anak merupakan hal penting 

yang perlu diketahui oleh seorang anak. Pelajari tentang bagian 

tubuh anak yang hanya dapat dan tidak dapat disentuh oleh 

orang lain selain orang tuanya dan staf medis. Ini adalah 
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 Ivo Noviana, „Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya‟, Sosio 

Informa, 1.1 (2015), 13–28 <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>. 
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pelajaran awal untuk mencegah pelecehan seksual. Bahkan 

untuk staf medispun, memerlukan izin dan didampingi oleh 

orang tua anak. 

3) Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Tentu saja 

Indonesia memiliki banyak sekali channel TV sehingga akan 

berdampak lebih serius bagi para penontonnya, terutama 

penonton yang lebih tua mengarahkan anak-anaknya dalam 

memanfaatkan hasil teknologi ini. Kondisi ini menuntut orang 

tua untuk menjadi lebih selektif, berkompromi dengan anak-

anaknya untuk menonton tayangan yang boleh dinikmati dan 

tayangan yang tidak boleh. Selain itu, usia anak-anak 

merupakan usia yang strategis dan rentan. Dampak yang paling 

umum dari pelecehan seksual adalah perilaku, emosional dan 

fisik, seperti depresi, kehilangan nafsu makan, mimpi buruk 

atau gangguan tidur, kualitas sekolah yang buruk, nilai 

menurun dan sering bolos. Selain itu, perempuan lebih 

cenderung bereaksi negatif sebagai akibat dari mengalami 

pelecehan. 

d. Dampak Pelecehan Kekerasan Terhadap Korban 

 Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak 

emosional dan fisik kepada korbannya. 

1) Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umum. Secara 

global, diperkirakan 5% orang dewasa menderita gangguan 
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tersebut. Hal ini ditandai dengan kesedihan yang terus-menerus 

dan kurangnya minat atau kesenangan dalam kegiatan yang 

sebelumnya bermanfaat atau menyenangkan. Itu juga bisa 

mengganggu tidur dan nafsu makan. Kelelahan dan konsentrasi 

yang buruk sering terjadi.
36

  

2) Hipertensi. Kondisi ini juga dikenal sebagai tekanan darah 

tinggi yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah terus-

menerus meningkatkan tekanan. Hipertensi adalah kondisi 

medis yang serius dan dapat meningkatkan risiko penyakit 

jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Ini adalah penyebab 

utama kematian dini di seluruh dunia.
37

  

3) Post-traumatic stress disorder (PTSD). Menurut DSM IV-TR 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV-Text 

Revised), PTSD melibatkan sekelompok gejala kecemasan 

yang terjadi setelah seseorang telah terkena peristiwa traumatis 

yang mengakibatkan perasaan ngeri, tidak berdaya atau takut.
38

 

4) Tidur adalah proses yang dibutuhkan otak untuk berfungsi 

secara tepat. Keseriusan dari gangguan tidur tidak diketahui 

oleh masyarakat umum karena mereka menganggap hal ini 
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 World Health Organization (WHO), „Depresi‟, 2017 <https://www.who.int/health-

topics/depression> [accessed 15 January 2022]. 
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 World Health Organization (WHO), „Hipertensi‟, 2020 <https://www.who.int/health-

topics/hypertension> [accessed 15 January 2022]. 
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 Rin Widya Citra Ayu, Suci Murti, „Perbedaan Tingkat Post-Traumatic Stress Disorder 

Ditinjau Dari Bentuk Dukungan Emosi Pada Penyintas Erupsi Merapi Usia Remaja Dan Dewasa 

Di Sleman, Yogyakarta‟, Psikologi Universitas Sebelas Maret, 15.2 (2010), 86–115 

<https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id>. 
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tidak berbahaya. International Classification of Sleep 

Disorders (ICSD) merupakan klasifikasi paling lengkap untuk 

gangguan tidur dan sering digunakan.
39

 

5) Percobaan bunuh diri merupakan situasi ketika seseorang 

melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi 

ini dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang, 

atau masalah dalam kehidupan.
40

 

  Trauma akibat pelecehan seksual pada anak akan sulit 

dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Menurut 

Weber dan Smith, jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap 

anak yaitu anak yang menjadi korban pada masa kanak-kanak 

memiliki potensi untuk menjadi pelaku di kemudian hari.
41

 

5. Fiqh Siyasah 

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

 Fiqh siyasah berasal dari bahasa Arab, fiqh dan siyasah. 

Kata fiqh secara etimologi (bahasa) berarti tahu, paham. Secara 

terminologis (istilah), fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum 

agama Islam.
42

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti 

mangatur, mengurus, memerintah dan bisa juga berarti 

pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Secara 
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 Wyn. Eko Radityo, „Depresi Dan Gangguan Tidur‟, Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana, 2020, 1–16 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=14449&val=970>. 
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Pittara, „Percobaan Bunuh Diri‟, ALODOKTER, 2021 
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 Ivo Noviana, Op.Cit. 
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 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja 
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terminologis adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas 

dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik 

luar negeri serta kemasyarakatan.
43

 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah 

merupakan ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
44

 

 Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara 

pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan 

kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah 

kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri serta 

keuangan dan moneter. 

 Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu 

bebeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. 

Hasbi Ash Shiddieqy,
45

 salah satunya yang membaginya ke dalam 

delapan bidang, yaitu:  

1) Siyasah Dusturriyah Syar‟iyyah 

2) Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 

3) Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah 

4) Siyasah Maliyah Syar‟iyyah 
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 Wahyu Abdul Jafat, „Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan Al-Hadist‟, Al 

Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3.1 (2018), 18 <https://ejournal.iainbeng 

kulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/1775>. 
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5) Siyasah Idariyah Syar‟iyyah 

6) Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah/ Siyasah Dawliyah 

7) Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 

8) Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah 

  Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat pada 

kurikulum fakultas syariah,
 46

 yang membagi fiqh siyasah ada 

empat bidang, yaitu : 

1) Fiqh Siyasah Dusturiyah 

2) Fiqh Siyasah Maliyah 

3) Fiqh Siyasah Dauliyah 

4) Fiqh Siyasah Harbiyah 

  Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Namun, perbedaan ini tidaklah 

terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. 

b. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

 Di dalam penelitian ini terfokus pada bidang Siyasah 

Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara.  

 Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin 

di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di 

dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 
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pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
 47

 Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya 

dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. 

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau 

penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk 

golongan atau diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan 

pengemban kesengsaraan rakyat.
48

  

 

B. Kerangka Berpikir 

 Uma Sekaran dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.
49

 Maka, bisa disimpulkan kerangka berfikir dalam 

penulisan ini bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan penulisan, 

sehingga analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan 

penulisan. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

  Peranan UPTD Terhadap 

Anak Korban Kekerasan 

Seksual 

1. Pelayanan pengaduan 

masyarakat 

2. Penjangkauan korban 

3. Pengelolaan kasus 

4. Penampungan sementara 

5. Mediasi 

6. Pendampingan korban 

Pemenuhan hak-hak anak 

Pendampingan dan 

Penanganan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian ini yakni penelitian sosiologis dengan teknik 

penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis yang 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian  dilanjutkan 

dengan data primer yang pengumpulan datanya didapat langsung dari 

responden melalui observasi dan wawancara.
50

 Dari uraian tersebut, maka 

jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

lapangan atau kualitatif. 

 

B. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak. 

1. Historis 

 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) merupakan pelaksanaan kewenangan wajib pemerintah 

daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah 

untuk menyediakan layanan perlindungan untuk perempuan dan anak 
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 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 133. 
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korban kekerasan. Pembentukan UPTD merupakan kewenangan 

Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau 

Bupati/Walikota bukan Peraturan Daerah yang melibatkan peran 

legislatif. 

 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) Kabupaten Siak sebelumnya bernama Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten 

Siak, berganti nama didasari atas Peraturan Bupati Siak Nomor 89 

Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Siak. Didirikannya Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini 

dilatarbelakangi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah terbentuk tidak sesuai lagi 

dengan kondisi saat ini. 

 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kabupaten Siak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk 

pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan 

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 

dan masalah lainnya. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. 
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UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

yang berlokasi di Kecamatan Siak dengan Wilayah Kerja seluruh 

Kecamatan se-Kabupaten Siak. UPTD PPA dalam melaksanakan 

tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan terdiri atas : 

a. Pengaduan masyarakat 

b. Penjangkauan korban 

c. Pengelolaan kasus 

d. Penampungan sementara 

e. Mediasi 

f. Pendampingan korban 

2. Sarana Prasarana Dan Sumber Daya Manusia UPTD PPA Kabupaten 

Siak 

a. Sarana Prasarana 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak 

dalam hal ini didukung sarana dan prasarana yang relatif cukup. 

Aset-aset ini digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan 

tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, adapun sarana prasarana 

yang dimiliki secara rinci adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Sarana Prasarana UPTD PPA Kabupaten Siak
51

 

No. Uraian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Komputer 

Printer 

Lemari 

Kipas Angin 

Meja Kantor 

Meja Rapat Panjang 

Kursi 

Motor 

Mobil Operasional 

Mobil Perlindungan 

1 

2 

3 

3 

6 

1 

20 

2 

1 

1 

Sumber: Data UPTD PPA Kabupaten Siak 2022 

  Kantor yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Siak memiliki 

1 ruang kepala UPTD, 1 ruang mediator, 1 ruang anak, 1 ruang 

menyusui dan 1 rapat atau pertemuan/mediasi. 

b. Sumber Daya Manusia UPTD PPA Kabupaten Siak 

 Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana 

pendukungnya. Sumber daya manusia merupakan suatu dasar yang 

menjadi roda pengerak dalam suatu organisasi, serta menentukan 

maju tidaknya suatu organiasi sebagai faktor internal dalam 

organisasi tersebut. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi 

yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kabupaten Siak terdiri dari 1 orang kepala 

UPTD PPA, 1 orang kasubag tata usaha, 2 orang staff dan 

kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 2 orang psikolog, 5 
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orang mediator, dan 1 orang pengacara dalam melaksanakan 

tugasnya untuk melayani masyarakat.
52

 

 Semua kelompok jabatan fungsional yang ada adalah 

memiliki pengalaman yang cukup lama sesuai dengan keahlian, 

profesi, keterampilan, dan spesialisasi dalam memberikan layanan 

perlindungan. 

3. Geografis 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan 

pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Siak, Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD 

PPA) yang beralamat di Komplek Perkantoran Sei. Betung, Kecamatan 

Siak, Kabupaten Siak. 

Gambar 3.1 Letak Geografis.
53
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4. Struktur Organisasi UPTD Kabupaten Siak 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Siak
54
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5. Visi Dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak Kabupaten Siak  

 Visi dan misi UPTD PPA Kabupaten Siak fokus dalam 

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah 

lainnya adalah sebagai berikut : 

a. Visi 

 “Menjadi lembaga pelayanan yang terpercaya bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan di Kabupaten Siak.” 

b. Misi 

1) Memberikan pelayanan terbaik berupa rasa aman dan 

keselamatan bagi korban kekerasan. 

2) Mewujudkan kepengurusan yang solid dan berkomitmen 

dalam memberikan layanan. 

3) Menciptakan jejaring kerja dengan lembaga/instansi terkait 

dalam penanganan kasus. 

4) Menciptakan pemberdayaan korban kekerasan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak, 

sedangkan Objek penelitian adalah peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak dalam 

menangani anak korban kekerasan seksual. 

 

D. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi tiga yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara turun 

langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data 

yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui 

kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta 

informasi dengan bantuan buku-buku.
55

 Data sekunder penelitian ini 

adalah al-Quran, buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Data Tersier 

 Data tersier adalah pejelasan mengenai bahan primer dan bahan 

sekunder. Data tersier penelitian ini adalah internet. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 54. 
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E. Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono bahwa populasi merupakan suatu wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kuantitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya.
56

 Informan dalam penelitian ini meliputi 

pegawai-pegawai di UPTD PPA Kabupaten Siak yang berjumlah 11 orang.  

 Menurut Sugiyono bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang di miliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
57

 

Tabel 3.2 Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Presentase 

1 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA) 

1 Orang 1 100% 

2 
Staff Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA) 

2 Orang 2 100% 

3 Kelompok Jabatan Fungsional 

Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan 

8 Orang 8 100% 
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 Sugiyono, Op. Cit, hlm. 126. 

 57
 Ibid., hlm. 127. 
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Anak (UPTD PPA) 

Jumlah 11 Orang 11 100% 

Sumber: Data Olahan 2022 

  Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian ini terdiri dari 11 

orang, dikarenakan penentuan sampel dari objek penelitian ini 

menggunakan Total Sampling. Sugiyono menjelaskan bahwa: “Total 

Sampling merupakan teknik sampel yang apabila semua anggota populasi 

sebagai sampel juga.
58

 Teknik ini digunakan saat populasi relatif kecil 

yaitu tidak lebih dari 30 orang.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam proses penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan turun 

langsung ke lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak. 

2. Wawancara, yaitu pada saat pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden di UPTD PPA Kabupaten Siak. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap responden yang 

terdiri dari (sesuai sampel). 
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 Ibid., hlm. 134. 
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3. Study kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan metode 

menelaah buku, catatan, dan laporan  yang berkaitan dengan penulisan 

karya ilmiah.
59

 

4. Dokementasi, yaitu menggambarkan lapangan yang membantu 

peneliti untuk menjelaskan serta sebagai bahan pelengkap pada 

penelitian ini. 

 

G. Analisis Data 

 Data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

adalah dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori 

berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian di uraikan 

antara data yang satu dengan yang lain lalu dihubungkan untuk ditarik 

kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman  

pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk 

mempermudah penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut. 
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 Jonatahan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hlm. 26. 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

kegunaan penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat tentang tinjauan teoritis mengenai 

pengertian UPTD PPA, peranan, anak, kekerasan seksual, 

Fiqh Siyasah, dan kerangka berpikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, 

objek penelitian, sumber data penelitian, populasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai lokasi tempat 

penelitian dan hasil penelitian terhadap apa peranan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban 

kekerasan seksual, bagaimana upaya yang dilakukan, serta 

tinjauan Fiqh Siyasah. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas rumusan permasalahan yang ada dalam 
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penelitian serta saran-saran dari penulis yang berkaitan 

dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, terdapat pada 

Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: pengaduan masyarakat; penjangkauan 

korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; 

pendampingan korban; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Secara keseluruhan proses penanganan kasus terhadap anak korban 

kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Siak 

telah dilaksanakan dengan baik tetapi belum terlaksana dengan baik 

sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, sebagai 

unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Siak.  

3. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah 

Siyasah Dusturiyah. Permasalahan yang diteliti berkaitan dengan 

hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain 
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serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Membuat kebijakan untuk menghilangkan kemudharatan dengan 

memberikan penanganan berupa perlindungan dan pengelolaan kasus. 

Pemerintah Kabupaten Siak memberikan kemudahan kepada 

masyarakatnya yang mengalami masalah kekerasan maupun 

diskriminasi untuk segera mendapatkan perlindungan agar terhindar 

dari dampak negatif dari peristiwa tersebut.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang peneliti peroleh agar 

penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD 

PPA Kabupaten Siak dilakukan lebih optimal dan efisien, maka peneliti 

memberikan saran sebgaai berikut : 

1. Kepada UPTD PPA Kabupaten Siak agar dapat lebih maksimal 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan anak korban 

kekerasan seksual yang ada di lingkungan Kabupaten Siak.
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A. Surat Pembimbing Skripsi 
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B. Surat Izin Riset 

Surat Izin Riset Universitas 
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Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau 
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Surat Izin Riset DPMPTSP Kabupaten Siak 
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C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset 
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D. Data Kasus Tahun 2020-2021 
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E. Pedoman Wawancara 

Kepala UPTD  

1. Apa saja peran UPTD PPA Kabupaten Siak tehadap anak korban 

pelecehan seksual?  

2. Jelaskan apa saja realisasi dari peran UPTD PPA Kabupaten Siak 

sesuai dengan Perbup Siak nomor 89 tahun 2019? 

3. Apa saja rencana yang digunakan UPTD PPA Kabupaten Siak untuk 

mengembangkan pelayanan perlindungan pada perempuan dan anak? 

4. Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa 

negara kita memiliki UPTD PPA Kabupaten Siak sebagai sarana 

pelayanan memberikan perlindungan pada perempuan dan anak? 

Kasubbag Tata Usaha dan Staff Adm 

1. Apa tugas TU pada UPTD PPA Kabupaten Siak? 

Psikolog 

1. Apa saja tugas ibu sebagai psikolog pada UPTD PPA Kabupaten Siak? 

2. Salah satu peran UPTD PPA Kabupaten Siak berdasarkan Perbup Siak 

Nomor 89 Tahun 2019 adalah pendampingan korban. Apakah peranan 

psikolog dalam pendampingan korban? 

3. Bagaimana metode/cara yang digunakan psikolog untuk memberikan 

pelayanan? Bagaimana dampaknya? 

4. Apakah ada kendala dalam pemberian layanan psikolog pada anak 

korban pelecehan seksual? 
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Mediator 

1. Apa saja tugas bapak/ibu sebagai mediator di UPTD PPA Kabupaten 

Siak? 

2. Bagaimana metode/cara yang digunakan mediator untuk memberikan 

pelayanan? apa saja kendala nya? 

3. Apakah dalam kasus pelecehan seksual mediasi antara pihak pernah 

dilakukan? apa hasil dari mediasi tersebut? 

Pengacara 

1. Apa saja tugas bapak sebagai pengacara pada UPTD PPA Kabupaten 

Siak? 

2. Perlindungan apa yg diberikan pemerintah pada anak korban 

pelecehan seksual? 

3. Salah satu pesan UPTD PPA Kabupaten Siak berdasarkan Perbup 

Siak Nomor 89 Tahun 2019 adalah pengelolaan kasus. Apakah 

peranan pengacara dalam pengelolaan kasus tersebut? 

4. Pendampingan korban juga tercantum dalam Perbup Siak Nomor 89 

Tahun 2019 sebagai peran UPTD PPA Kabupaten Siak. Apakah ada 

peranan pengacara dalam pendampingan korban? 
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F. Dokumentasi Wawancara 

 

 

Wawancara dengan para Mediator UPTD PPA Kabupaten Siak 



76 

 

 
 

 

 

Foto bersama dengan para Staff dan Mediator UPTD PPA 

Kabupaten Siak  
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Kantor UPTD PPA Kabupaten Siak Komplek Perkantoran Sei. 

Betung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak 

 

 

Data Kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Siak 
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Jejaring Kerja UPTD PPA Kabupaten Siak  
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